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BUPATIBENGKULUTENGAH 
PROVINSIBENGKULU 

PERATURAlf BUPATI BENGKULU TENGAH 
NOMOR o? TAHUN 2016 

TENTANG 

PENEI'APAN PRIORrrAS PENGGtJNAAN DANA DESA TAHON 2016 
DIWILAYAH KABtJPATEN BDfGKtJW'l'mfGAH 

DENGAN RAHMAT 'ruHAN YANG MAHA ESA 

BUPA'l1 BENGKULU TENGAH, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2016, perlu menetapkan Prioritas Penggunaan 
Dana Desa Tahun 2016 di Wilayah Kabupaten 
Bengkulu Tengah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dirnaksud dalarn huruf a, perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati Bengkulu Tengah tentang Penetapan 
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 di wilayah 
Kabupaten Bengkulu Tengah; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2 . Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi 
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 97, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4870); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Repubik Indonesia Nomor 5717); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5694); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) ; 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07 /2015 
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, 
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
684}; 

9. Peraturan Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tetinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
1934); 

10. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu 
Tengah Tahun 2015 Nomor 07); 
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MEMUTUSKAlf : 

PERATURAN BUPATI TERTANG PENEl'APAlf 
PRIORITAS PDTGGtJNAAlf DARA DESA TAHUlf 2016 DI 
\VII.AYAH KABUPATEN BENGKtJLU TENGAH. 

BABI 
KETERTUAN UMUM 

Paaal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom; 

2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah; 

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di 
singkat SKPD adalah Satuan Kerja perangkat Daerah 
yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pemerintahan Desa; 

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

5 . Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan 
bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan 

o RPlo · <:>Pr o , otpn/lr o r1 , on 



Menetapkan 

I 

• 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAlf BUPATI TENTANG PEnETAPAN 
PRIORITAS PElfGGUNAAlf DANA DESA TAHUN 2016 DI 
WDAYAH KABOPATEN BENGKULU TENGAH. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom; 

2 . Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah; 

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di 
singkat SKPD adalah Satuan Kerja perangkat Daerah 
yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pemerintahan Desa; 

4 . Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

5 . Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan 
bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan 
untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan, 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

6 . Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang 
merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa 
Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan 
perkembangan kehidupan masyarakat. 

7 . Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan 
efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena 
perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa. 

8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas 
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya 
kesejahteraan masyarakat Desa. 
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9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya 
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan 
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, 
sikap,keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, 
serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan 
kebijakan, program, kegiata.n, dan pendampingan yang 
sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan 
masyarakat Desa. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang 
selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat. 

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang 
selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah dokumen 
perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun. 

12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya 
disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan 
nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya 
disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. 

14. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM 
Desa adalah adalah badan usaha yang seluruh atau 
sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui 
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan 
Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa 
pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besamya 
kesejahteraan masyarakat Desa. 

BABII 
TUJUAN DAN PRllfSIP 

Pasal2 

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan 
untuk: 
a. menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh 
Dana Desa; 

b. sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam 
menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan 

c. sebagai acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa. 

Pual3 

( 1) Prioritas penggunaan 
prinsip-prinsip: 
a.keadilan, dengan 

kepentingan seluruh 
bedakan; 

Dana Desa didasarkan pada 

mengutamakan hak atas 
warga desa tanpa membeda-
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b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan 
kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih 
dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan 
kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan 

c. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan 
dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, 
antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, 
serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa. 

(2) Tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c disusun berdasarkan: 
a. kekerabatan Desa; 
b . hamparan; 
c. pola permukiman; 
d. mata pencaharian dan 
e. tingkat perkembangan kemajuan Desa. 

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan 
dana desa dan tipologi desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

BABW 
PRIORITAS PENGGUIIAAlf DANA DESA 

Pasal 4 

Dalam pelaksanaan Kewenangan Lokal Berskala Desa 
dan penggunaan Dana Desa di wilayah Kabupaten 
Bengkulu Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan 
program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang 
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 
Desa. 

Pasal 5 

( 1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang 
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi prioritas 
kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati 
dan diputuskan melalui Musyawarah Desa. 

(2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi 
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB 
Desa. 

(3) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa. 
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Bagian Keaatu 
Bidang Pembangwum Desa 

Pasal6 

(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa 
dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan 
kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan 
untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan 
Desa, meliputi: 
a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan 

infrasruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk 
penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan 
permukiman; 

b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 
. sarana dan prasarana kesehatan masyarakat; 
c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan 
kebudayaan; 

d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi 
pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana 
produksi dan distribusi; dan/ atau 

e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana 
energi terbarukan serta kegiatan pelestarian 
lingkungan hidup. 

(2) Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan 
Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam 
Peraturan Desa. 

Paaal7 

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan 
pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, 
mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat 
perkembangan kemajuan desa, meliputi: 
a. Desa tertinggal dan/ atau sangat tertinggal, 

mengutamakan kegiatan pembangunan melalui 
penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan 
kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa; 

b. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan 
sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar 
baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk 
mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat 
Desa; dan 

c . Desa maju dan/ atau mandiri, memprioritaskan kegiatan 
pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak 
pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, 
termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan 
kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui 
pengembangan BUM Desa. 
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llagjan Kedua 
Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

Paaal8 

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan 
kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, 
dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan 
meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam 
pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta 
perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok 
masyarakat dan desa, antara lain: 
a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, 

pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, 
permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui 
pelatihan dan pemagangan; 

b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan 
oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh 
kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa 
lainnya; 

c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan 
kegiatan ketahanan pangan Desa; 

d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan 
paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, 
termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan 
Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas 
Ruang Belajar Masyarakat di Desa ( Community Centre); 

e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta 
gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan 
kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes 
dan ketersediaan a tau keberfungsian tenaga 
medis / swamedikasi di Desa; 

f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai 
Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan; 

g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk 
energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; 
dan/atau 

h . bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang 
sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah 
ditetapkan dalam Musyawarah Desa. 

Paaal9 

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan dengan 
mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa 
berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu: 
a. Desa tertinggal dan/ atau sangat tertinggal, 

mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat 
yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan 
atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur 
bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau 
masyarakat baik dari proses produksi sarnpai pemasaran 
produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses 
kehidupan masyarakat desa; 
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b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan 
masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan 
kuantitas dan kualitas kerja dan/ atau proses produksi 
sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan 
a tau akses modal/ fasilitas keuangan; 

c. Desa maju dan/ atau mandiri, mengembangkan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat yang vis10ner dengan 
menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital 
rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri 
atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu 
mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau 
manusia dan kapital desa secara berkelanjutan. 

PaaallO 

( 1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat 
kemajuan desa untuk penyusunan prioritas penggunaan 
Desa, Pemerintah Desa harus menggunakan data lndeks 
Desa Membangun (IDM) atau Indeks Pembangunan Desa 
(IPD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(2) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi 
acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan 
Dana Desa, sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

(3) Informasi tentang data rujukan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disampaikan kepada seluruh desa, 
bersamaan dengan penjelasan tentang indikatif atau 
pagu Dana Desa, Alokasi dana Desa dan informasi lain 
terkait, sebelum pelaksanaan musyawarah desa 
perencanaan. 

Paaal 11 

(1) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan 
Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang 
pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 
diuraikan dalam Lampiran I. 

(2) Peraturan Bupati dan Lampiran Pedoman Umum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman 
dalam penyusunan petunjuk teknis prioritas 
penggunaan Dana Desa. 

BABIV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Paaall2 

Fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi 
terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan, 
pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatanya 
dilakukan oleh SKPD. 
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Paaal 13 

(1) Tugas dan fungsi utama SKPD sebagaimana dimaksud 
Pasal 12 adalah melakukan sosialisasi kebijakan dan 
regulasi pusat dan daerah (kabupaten/kota), pembinaan 
serta pengendalian implementasi Undang-Undang Desa 
secara umum, dan secara khusus terkait penyaluran dan 
akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana 
Desa, serta penanganan pengaduan dan masalah terkait 
hal tersebut. 

(2) Pembiayaan pendampingan, fasilitasi dan pembinaan, 
serta pengelolaan Satuan Kerja khusus kabupaten 
sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai 
mekanisme penganggaran di daerah dan bersumber dari 
APBD. 

Pasal 14 

(1) Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan penggunaan Dana Desa dilakukan oleh 
SKPD. 

(2) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa 
melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi 
penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah 
Desa, disesuaikan dengan format laporan Desa yang 
berlaku, secara berkala. 

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dilakukan penilaian oleh SKPD dan 
disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem 
pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan . 

BABV 
PARTISIPASI MASYARAKAT 

Pasal 15 

(1) Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas 
penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan, 
masyarakat dapat ikut serta melalui: 
a. pengaduan masalah penggunaan Dana Desa 

dilakukan melalui Pusat Pengaduan dan Penanganan 
Masalah Desa yang dibentuk Pemerintah Daerah; 

b. pendampingan desa termasuk terhadap proses 
penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan/ atau 

c. studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek 
baik dan buruk desa-desa dalam penerapan prioritas 
penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan. 



(2) Pusat pengaduan dan penanganan masalah Desa 
sebagaimana di maksud ayat (1) huruf a, ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di 
undangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Pera tu.ran Bupati m 1 dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu 
Tengah. 

Diundangkan di Karang Tinggi 
pada tanggal 1s M~r.et - 2016 

SEKRETARIS DAERAB 
KABUPATEN BENGKULU TENGAH;f/ 

IIUZAKIR BAMIDI 

Di tetapkan di Karang Tinggi 
pada tanggal is -Mar.-et 2016 

/ BUPATI BENGKULU TENGAH, ~ 
,/ 

t ~ -1 r H. FERRY RAMLI ' 

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2016 
NOMOR .. R~. 
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Lampiran 1 Peraturan Bupati Bengkulu Tengah 
Nomor : o~ 2016 
Tanggal: 1!. Maret. 2016 

Tipologi: Desa Pesisir, Mina Wisata, Maju 

Bidang Ke~atan Tuiuan 
a . Pehlksanaan 

Pembangunan 
Desa 

1. pembangunan, 1. Pembangunan kawasan - Mengembangkan 
pengembangan wisata laut keindahan kawasan 
dan pemeliharaan pandang pantai 
infrasruktur / sara 
na- prasarana 
fisik untuk 
penghidupan dan 
pemukiman 

2. Rehabilitasi Pemeliharaan - Mengurangi 
Jogging path track pendangkalan saluran 
wisatawan irigasi yang 

disebabkan 
penumpukan sampah 
dan endapan lumpur 

- Melancarkan aliran air 
irigasi untuk 
mendukung pertanian 
desa 

2.Pembangunan , 1. Pembangunan - Mengembangkan 
pengembangan penambahan ruang rawat fasilitas layanan 
dan pemeliharaan inap Poskesdes kesehatan untuk 
sarana dan masyarakat dan 
prasara kesehatan wisatawan 
masyarakat - Menyiapkan unit 

untuk penanganan 

• darurat 
2 . Rehabilitasi dan - Memberikan 

penambahan unit fasilitas kenyamanan fasilitas 
jamban publik publik 

- Mengurangi perilaku 
masyarakat dan 
wisatawan BAB 
sembarane: 

3. Pengadaan tambahan - Melengkapi kebutuhan 
peralatan kesehatan sarana prasarana 
emergensi poskesdes kesehatan 

~- Pembangunan, 1. Membangun - Menyediakan arena 
pengembangan amphitheater di ruang untuk atraksi seni 
dan pemeliharaan publik pantai; budaya di kawasan 
sarana dan pantai 
prasarana 
pendidikan,sosial 



dan kebudayaan 
2. Penambahan bahan- - Mencukupikebutuhan 

bahan promosi dan buku informasi dan 
edukasi tentang pantai pengetahuan 
dan laut wisatawan tentang 

terumbu karang, 
penyu, ikan dan jenis 
flora fauna laut 
lainnya terkait paket 
wisata pantai dan laut; 

3. Membangun fasilitas - Menyediakan ruang 
penunjang acara tradisi terbuka yang aman 
lokal dan nyaman bagi 

kegiatan budaya lokal 
yang memiliki nilai 
wisata; 

- Mendorong interaksi 
sosial dan budaya 
lokal tetap terjaga; 

4. Pengembangan 1. Membangun pusat - Mendorong 
usaha ekonomi budidaya, pembenihan kemampuan nelayan 
masyarakat, dan keramba ikan budidaya untuk 
meliputi kerapu, konservasi tukik mencukupi kebutuhan 
pembangunan penyu dan karang benih dan produksi 
dan pemeliharaan /seareef ikan, tempat 
sarana prasarana konservasi paket 
produksi dan wisata 
distribusi - Mendorong 

meningkatnya 
pendapatan 
petani/ nelayan dan 
sekaligus PADes 

2. Rehabilitasi dan - Membuka akses dan 

• 
perluasan meningkatkan 

produksitangkapan 
- Meningkatkan 

pelayanan wisata 
memancing 

- Mendorong 
meningkatkan PADes 

3. Rehab Pasar lkan - Meningkatkan 
pelayanan transaksi 
hasil laut 

- Mengembangkan 
potensi interaksi 
warga-wisatawan 
untuk membeli 
produksi laut segar 

- Mendorong 
meningkatkan PADes. 

15. Pembangunan dan 1. Konservasi tukik penyu - Melestraikan terumbu 
pengembangan dan terumbu karang karang 

l 



sarana prasarana - Meningkatkan 
energi terbarukan kemanfaatan ekologi 
serta kegiatan aset Desa 
pelestarian - Paket wisata. dan 
lingkungan hidup PADes 

2. Pengembangan cemara - Mengurangi resiko 
laut dan abrasi laut, bencana 
pembibitan/ penanaman ilustrasi air laut dan 
bakau penahan alami 

tsunami 
- Paket wisata. dan 

PADes 
3 . Pengadaan Sarana - Menyediakan 

prasarana pengelolaan kebutuhan 
sampah terpadu bagi perlengkapan 
rumah tangga dan pengelolaan sampah 
kawasan wisata. rumah tangga 

- Mengolah sampah dan 
menjadikan nilai guna 
limbah untuk 
pengembangan energi 
dan keoentin~an lain 

6.Program kegiatan 
lainnya yang 
sesuai dengan 
kondisi desa dan 
telah diputuskan 
dalam 
musyawarah 
perencanaan Desa. 

B. Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 

1. Peningkatan 1. Pelatihan benih kerapu, - Meningkatkan 
investa.si ekonomi tukik dan budidaya pengetahuan dan 
desa melalui cemara laut dan bakau ketermpilan budidaya 
pengadaan, hasil laut dan 
pengembangan konservasi 
ata.u bantuan - Mendorong 
alat-alat produksi, produktifita.s ekonomi 
permodalan dan budi daya laut dan 
peningkatan konservasi 
kapasita.s melalui 
pelatihan dan 
pemagangan 

2. Kursus/pelatihan - Meningkatkan nilai 
kerajinan tangan ekonomi bahan baku 
berbahan baku limbah lokal 
laut (kerang,kayu,bakau - Meningkatkan 
dan cemara laut) keterampilan membuat 

kerajinan tangan 
berbahan lokal 

3. Pelatihan kuliner dan - Meningkatkan 
pengembangan makanan oengetahuan dan 



lokal sebagai komoctitas kuliner, memproduksi 
strategi ekonomi wisata olahan hasil laut dan 

sejenisnya sebagai 
penunjang sektor 
wisata 

ri. Dukungan 1. Pelatihan kewirausahaan - Mendorong 
kegiatan ekonomi desa untuk pemuda Turnbuhnya minat 
baikyang kewirausahaan bagi 
dikembangkan kalangan pemuda desa 
oleh BUMDesa -
BUM Antar Desa, 
maupun oleh 
kelompok dan 
lembaga ekonomi 
masyarakat desa 
lainnva 

2 . Pengembangan bisnis dan - Perangkat desa dan 
pemetaan kelayakan masyarakat 
BUMDesa dan BUM Antar mengetahui strategis 

I 
Desa unit bisnis yang akan 

dikembangkan melalui 
BUMDes dan 
menjajaki Peluang 
strategis BUM Antar 
Desa 

3. Bantuan - Musyawarah/ rembug - Merevitalisasi tradisi 
peningkatan warga untuk lumbung padi desa 
kapasitas untuk memfungsikan kembali 
program dan tradisi lumbung 
kegiatan padi/hasil pertanian 
ketahanan lainnya 
pangan desa 

4. Pengorganisasian 1. Pelatihan Paralegal Desa - Melatih Keterampilan 
masyarakat, warga memetakan 
fasilitasi bantuan masalah dan 

i 
hukum penyelesaiannya di 
masyarakat dan luar peradilan 
pelatihan 
paralegal di Desa 

2. Pelatihan penyelesaian - Melatih Keterampilan 
mediasi sengketa aset di bagi warga tentang 
desa untuk warga desa penyelesaian sengketa 

aset di desa 
5. Promosi dan 1. Festival makanan laut - Mengangkat 

edukasi higienis " Pesisir Laut" keunggulan ekonomi 
kesehatan menu laut 
masyarakat serta - Sebagai ruang promosi 
gerakan hidup produk olahan 
bersih dan sehat makanan berbasis 

potensi lokal 
- Mendorong gaya hidup 

sehat ala oesisir 
2 . Lomba melukis/menulis - Mengenalkan pola 



keindahan alam dan hidup bersih sejak dini 
hidup bersih dan sehat kepada anak dan 
"Anak Pantai" orang tua 

- Mencari bakat anak-
anak panta.i 

- Paket wisata 
6 . Dukungan 1. Pelatihan pengolahan - Membekali 

terhadap kegiatan basil laut dan panta.i Keterampilan 
pengelolaan untuk petani budidaya pengolahan sumber 
panta.i untuk dan nelayan tangkap; daya laut dan panta.i 
kepentingan desa untuk para petani dan 

nelavan 
2 . Membentuk/ - Mendorong 

merevitalisasi berfungsinya kembali 
kelembagaan lokal untuk kelembagaan lokal 
menjaga kelestarian desa yang memiliki 
panta.i dan laut termasuk peran terhadap 
bakau, terumbu karang produksi dan 
dan zonasi tangkap dan konservasi laut pantai 
konservasi 

7.Peningkatan 
kapasitas 
kelompok 
masyarakat 
untuk energi 
terbarukan dan 
pelestarian 
lingkungan hidup 

8. Program kegiatan 
lainnya yang 
sesuai dengan 
kondisi desa dan 
telah diputuskan 
dalam 
musvawarah desa 

i 



Tipologi : Desa Daratan/Hamparan, Industri dan Perkebunan, 
Berkembang 

Bidang Keciatan Tuiuan 
A. Pelaksanaan 

Pembangunan 
Desa 

1. pembangunan, 1. Pembangunan rabat - Meningkatkan 
pengembangan be ton/ pengerasan jalan kualitas jalan desa 
dan pemeliharaan desa - Memudahkan akses 
infrasruktur / d istribusi ha sil 
sarana- perkebunan 
prasarana fisik 
untuk 
penghidupan dan 
pemukiman 

2 . Pemeliharaan saluran irigasi - Menjamin 
tersier kelancaran pasokan 

air ke area 
perkebunan 

- Menjaga kualitas 
bangunan saluran 
irigasi 

3 . Pembangunan pusat - Mendorong 
pembibitan desa pengembangan 

pusat pembibitan 
desa 

- Mengurangi 
ketergantungan 
petani kepada bibit 
pabrikan 

4 . Pembangunan - Menyediakan ruang 
Showroom/wisma pamer pamer untuk para 
produk desa pelaku industri desa 

2. Pembangunan, 1. Pembangunan/ - Pengadaan gedung 
pengembangan pemeliharaan baru/ pemeliharaan 
dan pemeliharaan poskesdes/polindes poskesdes / polindes 
sarana dan - Mendekatkan 
prasarana layanan kesehatan 
kesehatan kepada masyarakat 
masyarakat 

2. Pengadaan alat penunjang - Memenuhi 
kesehatan untuk kebutuhan alat 
poskesdes/polindes peraga pembelajaran 

kesehatan 
- Mendorong 

kreatifitas posyandu 
dalam kegiatan 
pendidikan/ promosi 
kesehatan 
masyarakat desa 

3. Pembangunan 1. Pembangunan Gedung - Memenuhi 
pengembangan PAUD/TK kebutuhan dasar 



dan pemeliharaan pendidikan untuk 
sarana dan anak balita/usia dini 
prasarana 
pendidikan,sosial 
dan kebudavaan 

2. Pembangunan sanggar - Mencukupi 
belajar/perpustakaan untuk kebutuhan informasi 
anak dan remaja dan pengetahuan 

anak dan remaja 
desa 

3 . Pembangunan gedung - Menggerakkan 
/ taman seni/ museum desa kembali seni tradisi 

rakyat desa 
- Memfasilitasi 

Pelestarian seni 
tradisi rakyat dan 
peninggalan benda-
benda purbakala 
dan berseiarah 

• 4 . Rehab/renovasibangunan - Melestarikan situs-
cagar budaya (misalnya situs budaya 
punden, candi, 
sarkofagus,dll) 

4 .Pengembangan 1. Membangun rintisan pusat - Memudahkan akses 
usaha ekonomi layanan penggilingan petani padi/ jagung 
masyarakat, padi/jagung hasil pertanian pada pusat-pusat 
meliputi desa penggilingan 
pembangunan padi/jagung 
dan pemeliharaan - Mengurangi biaya 
sarana prasarana produksi tinggi 
produksi dan pengolahan hasil 
distribusi pertanian 

2. Pengadaan kompos/ pupuk - Mendorong 
kandang kesadaran petani 

memanfaatkan 

I pupuk kandang 
- Memperkuat 

kerjasama antar 
desa di bidang 
perkebunan 

5. Pembangunan 1. Membangun rintisan listrik - Memaksimalkan 
dan desa tenaga angin / matahari kemanfaatan 
pengembangan sumber pana s 
sarana-prasarana matahari untuk 
energi baru penerangan desa 
terbarukan serta 
kegiatan 
pelestarian 
linl?kune:an hidup 

2. Membangun sumur - Menjaga 
serapan/ embung keberlanjutan air 

permukaan 
- Men cegah banjir dan 



.. 

menjaga kualitas air 
tanah 

3. Pengadaan sarana - Mendorong tanggung 
prasarana daur ulang jawab publik 
sampah desa terhadap 

pengelolaan sampah 
desa 

- Mendukung daur 
ulang sampah untuk 
mengurangi 
akumulasi sampah 
rumah tane:e:a 

6 . Program kegiatan 
lainnya yang 
sesuai dengan 
kondisi desa dan 
telah diputuskan 
dalam 
Musyawarah 
Perencanaan 
Desa 

B. Pemberdayaan 
Masyaralmt Desa 

1. Peningkatan 1. Pelatihan membuat barang- - Meningkatkan 
investasi ekonomi barang kerajinan berbahan keterampilan 
desa melalui baku lokal (sabut kelapa, penduduk di bidang 
pengadaan, tempurung kelapa, kerajinan tangan 
pengembangan topeng/ ukiran kayu, - Meningkatkan nilai 
atau bantuan anyaman bambu/ daun dll) tambah komiditas 
alat-alat ekonomi lokal 
produksi, 
permodalan dan 
peningkatan 
kapasitas melalui 
pelatihan dan 
oemae:angan 

2 . Pelatihan tentang hak-hak - Mendorong 
perburuhan kerjasama desa meningkatnya 
dengan perusahaan pengetahuan buruh 

dan tentang hak-
hak buruh 

2. Dukungan ] . Workshop Business Plan - Mendorong 
kegiatan ekonomi peningkatan 
baikyang kapasitas usaha 
dikembangkan BUM Desa 
oleh BUMDesa-
BUM Antar Desa, 
maupun oleh 
kelompok dan 
lembaga ekonomi 
masyarakat desa 
lainnya 

2 . Investasi usaha ekonomi - Meningkatkan 



melalui kerjasarna BUM sumber-sumber 
Desa penerimaan desa 

dengan 
mengembangkan 
kerjasarna antar 
BUM Desa 

- Mengembangkan 
luas layanan usaha 
sosial ekonomi desa 

3. Bantuan 1. Musyawarah/rembug warga - Merevitalisasi tradisi 
peningkatan untuk memfungsikan lumbung padi desa 
kapasitas untuk kembali tradisi lumbung 
program dan padi/hasil pertanian lainnya 
kegiatan 
ketahanan 
pangan desa 

2 . Pelatihan pengolahan dan - Meningkatkan 
pemasaran hasil pertanian pengetahuan 

masyarakat dan 

• cara pengolahan 
basil pertanian 

4. Pengorganisasian 1. Pelatihan Paralegal Desa - Melatih 
masyarakat, keterampilan warga 
fasilitasi, bantuan memetakan 
hukum masalah dan 
masyarakat dan penyelesaiannya di 
pelatihan luar peradilan 
paralegal desa 

2. Pelatihan penyelesaian - Melatih 
mediasi sengketa tanah, keterampilan bagi 
kayu atau kekerasan dalam warga tentang 
rumah tangga penyelesaian 

sengketa aset di 
desa 

5. Promosi dan 1. Bazar produk kerajinan - Mengenalkan 
edukasi tangan / produk industri produk kerajinan 
kesehatan rumah tangga dan industri rumah 
masyarakat serta tangga kepada 
gerakan hidup pasar 
bersih dan sehat 

2 . Pelatihan e-marketing dan - Memperkuat 
pembuatan website untuk kapasitas strategi 
pelaku industri rumah pemasaran produk 
tane-e-a lokal desa 

6 . Peningkatan 1. Pelatihan pemanfaatan - Pengembangan 
kapasitas limbah organik rumah energi altematif 
kelompok tangga dan perkebunan untuk industri 
masyarakat untuk bio-massa energi rumah tangga 
untuk energi 
terbarukan dan 
pelestarian 
lingkungan hidup 

2. Percontohan instalasi dan - Percontohan dan 



-

7. Program kegiatan 
lainnya yang 
sesuai dengan 
kondisi desa dan 
telah diputuskan 
dalam 
musvawarah desa 

pusat ruang belajar 
Teknologi Tepat Guna 

tempat belajar serta 
pengembangan 
teknolo · te at a 



Tipologi: Desa Daratan Tinggi/Pegunungan, Pertauiau clan Tertinggal 

Bidana: Ke,datan Tujuan 
A. Pelak:sanaan 

Pembangunan 
Desa 

1. Pembangunan, 1. Pembangunan / pengadaan - Memenuhi dan 
pengembangan tandon air / bak penampung memdekatkan akses 
dan air hujan atau air bersih dari kebutuhan air 
pemeliharaan sumber mata air. bersih untuk 
infrastruktur / penduduk Desa; 
sarana- - Membangun / 
prasarana fisik pengadaan baru 
untuk untuk bak 
penghidupan penampung air 
dan pemu kiman hujan 

2 . Pemeliharaan saluran air - Mencegah 
bersih dari sumber mata air kerusakan saluran 
ke rumah-rumah penduduk. air bersih dari 

• sumber mata air ke 
rumah tanmza. 

2. Pembangunan , 1. Pembangunan balai - Pengadaan gedung 
pengembangan posyandu. baru balai 
dan posyandu; 
pemeliharaan - Mendorong 
saranadan optimalisasi 
prasarana kegiaatan posyandu. 
kesehatan 
masyarakat 

2. Pengadaan alat peraga - Memenuhi 
kesehatan posyandu. kebutuhaan alat 

peraga pembelajaran 
kesehatan; 

- Mendorong 
kreativitas posyandu 
dalam kegiataan 
pendidikan / 
promosikesehatan 
masyarakat desa. 

3. Pengadaan peralatan - Melengkapi 
kesehatan dasar untuk kebutuhan sarana-
posyandu (timbangan bayi, prasarana 
thermometer dll) . kesehatan dasar 

untuk menunjang 
kegiatan posyandu. 

3 . Pembengunan, 1. Pembangunan gedung PAUD - Memenuhi 
pengembangan I TK; kebutuhan dasar 
dan pendidikan untuk 
pemeliharaan 

anak balita / usia sarana dan dini· 
prasarana ' 
pendidikan, 
sosial dan 



kebudavaan 
2. Pembangunan sanggar - Mencukupi 

belajar untuk anak dan kebutuhan informasi 
remaja. dan pengetahuan 

anak dan remaja 
desa. 

3. Pengadaan peralatan seni - Menggerakan 
tradisi (misalnya jaran kembali seni tradisi 
kepan, rebana , dll). rakyat desa; 

- Memenuhi 
kebutuhan 
minimnya peralatan 
seni tradisi rakvat. 

4. Rehap/renovasibangunan - Melestarikan situs-
cagar budaya (misalnya situs budaya; 
punden, candi, sarkofagus, 
dll) 

4. Pengembangan 1. Membangun ritisan pusat - Memudahkan akses 
usaha ekonomi layanan penggilingan padi / petani padi / jagung 
masyarakat, jagung ha sil pertanian desa. pada pusat-pusat 
meliputi penggilingan padi / 
pembangunan jagung; 
dan pemeliharaan - Mengurangi biaya 
sarana-prasarana produksi tinggi 
produksi dan pengolahan hasil 
distribusi pertanian. 

2. Pengembangan usaha - Mendorong 
kompos / pupuk kandang. kesadaran petani 

memanfaatkan 
pupuk kandang; 

- Memperkuat kerja 
sama antara petani 
dengan peternak. 

5 . Pembangunan 1. Membangun rintisan listrik - Memaksimalkan 
dan desa tenaga mikro hidro. kemanfaatan 
pengembangan sumber mata air 
sarana-prasarana desa untuk 
energi baru penerangan desa. 
terbarukan serta 
kegiatan 
pelestarian 
line:kune:an hiduo 

2. Membangun sarana - Mendorong 
pengolahan minyak jarak, pemanfaatan 
minyakcengkeh,minyak sumber-sumber 
goreng kelapa. nabati desa untuk 

pengembangan 
produk unggulan 
desa. 

6 . Program kegiatan -
lainyayang 
sesuai dengan 
kondisi desa dan 



telah diputuskan 
dalam 
musyawarah 
perencanaan desa 

3. Pemberdayaan 
Masvarakat Desa 

1. Peningkatan 1. Pelatihan membuat barang- - Meningkatkan 
investasiekonomi barang kerajinan berbahan keterampilan 
desa melalui lokal (sabut kelapa, penduduk di bidang 
pengadaan, tempurung kelapa, topeng / kerajinan tangan; 
pengembangan ukiran kayu, anyaman - Meningkatkan nilai 
atau bantuan bambu / daun dll) tambah komiditas 
alat-alat ekonomi lokal. 
produksi, dan 
peningkatan 
kapasitas melalui 
pelatihan dan 
pemagangan. 

2. Bantuan alat pengolahan - Membantu 

- minyak kopra, pemintalan / kesulitan pengrajin 
alat tenun tradisional. desa dalam hal 

pengadaan alat 
pengolahan produk 
lokal. 

2. Dukungan 1. Musyawarah insiatif - Mendorong 
kegiatan ekonomi pembentukan BUMDesa pembentukan 
baikyang BUMDesa. 
dikembangkan - Membahas 
oleh BUM desa- perencanaan 
BUM antar desa, pembentukan 
maupun oleh BUMDesa. 
kelompok dan 
lembaga ekonomi 
masyarakat Desa 
lainya. 

2. Pelatihan manajemen - meningkatkan 
usaha untk BUMDesa dan pengatahuan 
usaha ekonomi rumahan pengurus BUMDesa 
( Jwme industry) atau penduduk yang 

memiliki usaha 
3. bantuan 1. musyawarah / rembug - Merevitalisasi tradisi 

peningkatan warga untuk memfungsikan lumbung padi Desa; 
kapisitas untuk kembali tradisi lumbung 
program dan padi / basil pertanian 
kegiatan ketahan lainya. 
pangan Desa 

2. Pelatihan pengolahan dan - Meningkatkan 
pemasaran basil pertanian. pengetahuan 

masyarakat aneka 
dan cara pengolahan 
basil oertanian. 

4 . Pengorganisasian 1. Pelatihan paralegal Desa. - Melatih 
masvarakat, keteramoilan warga 

-t 



fasilitas, bantuan memetakan masalah 
hukum dan penyelesaiannya 
masyarakat dan di luar peradilan. 
pelatihan 
oaralegal di Desa. 

2 . Pelatihan penyelesaian - Melatih 
mediasi sengketa tanah, keterampilan 
kayu atau kekerasan rumah bagi warga 
tangga. tentang 

penyelesaian 
sengketa aset di 
Desa. 

5. Promosi dan 1. Sosialisasi ancaman - Meluaskan 
edukasi penyakit di musim pemahaman 

kesehatan penghujan; masyarakat Desa 
masyarakat serta tentang anca.man 
gerakan hidup penyakit dimusim 
bersih dan sehat. hujan; 

- Mendorong perilaku 

- hidup sehat 
penduduk. 

2 . Bazar jamu dan obat - Mengenalkan 
tradisional Desa. produk jamu dan 

obat-obatan 
tradisional berbahan 
lokal . 

...:J/ BUPATI BENGKULU TENGAB~ 

-



• 

Lampiran II: Peraturan Bupati Beng)fylTahu Te~gfg 
Nomor : 0~ • un O 
Tahun : ,~ Ma re-b 2016 

KATEGORI DESA 

lfo KECAIIATAK DESA IDDESA IPD/IDM KATAGORI DESA 
~ J 4 :, 0 

1 TALANG EMPAT TABALAGAN 1709010004 77,21 Desa Mandiri 
2 TALANG EMPAT KEMBANG SERI 1709010009 73,93 Desa Berkembang 
3 TALANG EMPAT Pill.AU PANGGUNG 1709010006 72,02 Desa Berkembang 
4 TALANG EMPAT JAYAKARTA 1709010007 64,57 Desa Berkembang 
5 TALANG EMPAT AIRSEBAKUL 1709010001 64,22 Desa Berkembang 
6 TALANG EMPAT NAKAU 1709010011 62,58 Desa Berkembang 
7 TALANGEMPAT BUKIT 1709010002 62,33 Oesa Berkembang 
8 TALANG EMPAT JUMAT 1709010014 62,08 Desa Berkembang 
9 TALANG EMPAT AIR PUTIH 1709010015 0,592 Desa Tertinggal 

10 TALANG EMPAT LAGAN BUNGIN 1709010003 58,7 Desa Berkembang 
11 TAI.ANG EMPAT TENGAH PADANG 1709010008 0,477 Desa Tertinggal 
12 TALANG EMPAT PADANG ULAK TANJUNG 1709010012 56,76 Desa Berkembang 
13 TALANG EMPAT TABAPASMAH 1709010010 56,59 Desa Berkembang 
14 TALANG EMPAT LAGAN 1709010005 56,09 Desa Berkembang 
15 TAI.ANG EMPAT PAGARJATI 1709010013 47,84 Desa Tertinggal 

70,94 Desa Berkembang KARANG TINGGI KARANG TINGGI 1709020005 16 

63,22 Desa Berkembang KARANG TINGGI TABA TERUNJAM 1709020010 17 

61,1 Desa Berkembang KARANG TINGGI TALANG EMPAT 1709020009 18 

60,93 Desa Berkembang KARANG TINGGI DUSUN BARU II 1709020004 19 

0,596 Desa Tertinggal KARANG TINGGI TABAMUTUNG 1709020006 20 

1709020008 59,56 Desa Berkembang KARANG TINGGI UJUNG KARANG 21 

1709020003 57,35 Desa Berkembang 
22 KARANG TINGGI DURIAN DEMANG 

KARANG TINGGI PELAJAU 1709020013 56,61 Desa Berkembang 
23 

1709020016 54,51 Desa Berkembang 
24 KARANG TINGGI SEMIDANG 
25 KARANG TINGGI PENANDING 1709020002 51,91 Desa Berkembang 26 KARANG TINGGI KANCING 1709020007 48,79 Desa Tertinggal 27 KARANG TINGGI RENA SEMANEK 1709020014 0,481 Desa Tertinggal 28 KARANG TINGGI RENALEBAR 1709020012 48,65 Desa Tertinggal 29 KARANG TINGGI GAJAH MATI 1709020015 48,62 Desa Tertinggal 30 KARANG TINGGI PADANG TAMBAK 1709020011 0,592 Desa Tertinggal 31 KARANG TINGGI KARANG NANDING 1709020001 47,59 Desa Tertinggal 32 KARANG TINGGI PAGAR GUNUNG 1709020017 46,1 Desa Tertinggal 33 KARANG TINGGI PADANG SIRING 1709020018 0,474 Desa Tertinggal 34 TABA PENANJUNG SUKARAMI 1709030003 70,18 Desa Berkembang 35 TABA PENANJUNG BAJAKI 1709030006 66,87 Desa Berkembang 36 TABA PENANJUNG TANJUNG HERAN 1709030009 65,3 Desa Berkembang 37 TABA PENANJUNG TABATERET 1709030010 64,42 Desa Berkembang 38 TABA PENANJUNG KARANG TENGAH 1709030004 0,592 Desa Tertinggal 39 TABA PENANJUNG LUBUK SINI 1709030005 57,06 Desa Berkembang 40 TABA PENANJUNG RINDU HATI 1709030008 53,11 Desa Berkembang 41 TABA PENANJUNG DATARLEBAR 1709030012 51,47 Desa Berkembang 42 TABA PENANJUNG TANJUNG RAMAN 1709030002 51,24 Desa Berkembang 43 TABA PENANJUNG SURAU 1709030007 46,33 Desa Tertinggal 44 TABA PENANJUNG TABABARU 1709030020 44,12 Desa Tertinggal 45 TABA PENANJUNG KOTANIUR 1709030001 42,15 Desa Tertinggal 46 TABA PENANJUNG PENUM 1709030019 51,6 2 Desa Berkembang 47 MERIGI KELINDANG PUNGGUK BERi.NGIN 1709031006 0,476 Desa Tertinggal 48 MERIGI KELINDANG LUBUK UNEN 1709031004 56,57 Desa. Berkembang 49 MERIGI KELINDANG JAMBU 1709031002 56,28 Desa Berkembang 50 MERIGI KELTNDANG KELINDANG ATAS 1709031013 0,484 Desa. Tertinggal 51 MERIGI KELINDANG PENEMBANG 1709031003 48,3 Desa TertinggaI 52 MERIGI KELINDANG PUNGGUK KETUPAK 1709031005 46,81 Desa TertinggaI 53 MERIGI KELINDANG KELINDANG 1709031007 45,88 Desa Tertinggal 54 MERIGI KELINDANG BAJAK II 1709031001 44,99 Desa Tertinggal 55 MERIGI KELINDANG LUBUK UNEN II 1709031011 43,79 Desa Tertinggal 56 MERIGI KELINDANG TABA DURIAN SEBAKUL 1709031009 42,25 Desa Tertinggal 57 MERIGI KELINDANG PADANG KEDEPER 1709031012 42,05 Desa Tertinggal 58 MERIGI KEUNDANG ULAKLEBAR 1709031008 41,56 Desa Tertinggal 59 MERIGI KELINDANG TAI.ANG AMBUNG 1709031010 0,456 Desa Tertinggal 



• 
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60 PAGARJATI ARGA INDAH I 1709040014 56,98 Desa Berkembang 

61 PAGARJATI KERTAPATI 1709040011 56,72 Desa Berkembang 

62 PAGARJATI PAGARJATI 1709040012 55,58 Desa Berkembang 

63 PAGARJATI KEROYA 1709040022 55,26 Desa Berkembang 

64 PAGARJATI KERTAPATI MUDIK 1709040021 54,08 Desa Berkembang 

65 PAGARJATI LAYANG LEKAT 1709040016 53,12 Desa Berkembang 

66 PAGARJATI TEMIANG 1709040009 52,91 Desa Berkembang 

67 PAGARJATI TABARENAH 1709040008 51,83 Desa Berkembang 

68 PAGARJATI RENA KANDIS 1709040019 49,15 Desa Tertinggal 

69 PAGARJATI DATAR PENOKOT 1709040015 0,591 Desa Tertinual 

70 PAGARJATI TUMBUK 1709040018 46,37 Desa Tertinggal 

71 PAGARJATI RENAJAYA 1709040023 41,89 Desa Tertinggal 

72 PAGARJATI KARANGARE 1709040020 41,04 Desa. Tertinggal. 

73 PAGARJATI TALANGCURUP 1709040017 37,85 Desa Tertinggal 

74 MERIGI SAK.TI PAGARAOUNG 1709041011 39,62 Desa Tertinggal 

75 MERIGI SAK.TI ARGA INDAH Il 1709041005 66,05 Desa Berkembang 

76 MERIGI SAKTI LUBUK PENDAM 1709041008 0,486 Desa Tertinggal 

77 MERIGI SAKTI DURIAN LEBAR 1709041012 56,81 Desa Berkembang 

78 MERIGI SAKTI PAGARBESI 1709041015 54,13 Desa Berkembang 

79 MERIGI SAK.TI BAJAK m 1709041003 51,68 Desa Berkembang 

80 MERIGI SAKTI PUNJUNG 1709041002 51,56 Desa Berkembang 

81 MERIGI SAK.TI CURUP 1709041006 50,67 Desa Berkembang 

82 MERIGI SAKTI RAJAK BESI 1709041009 48,65 Desa Tertinggal 

83 MERIGI SAKTI LUBUKPUAR 1709041001 0,446 Desa Tertinggal 

84 MERIGI SAKTI PUNGGUK JAYA 1709041014 0,472 Desa Tertinggal 

85 MERIGI SAKTl SUSUP 1709041010 45,26 Desa Tertinggal 

80 MM -· • SAKI! fAHA U.t;MAN'IU!'4U l/1.NU<tlU13 43,oo uesa Tertmggal 

Of NI"-·• SAK'n •Ah'J\J'!u rl\~~·., ~u l /1.NU<tlUU/ 43, to uesa TertmlZlZSl 

8~ NIM-~ • SAK'll - IU ltl.NU'tlUU4 43,44 uesa TertmlZlZSl 

89 PONDOK KELAPA PEKIK NYARING 1709050001 0,784 Desa Maju 

90 PONDOK KELAPA PASAR PEDATI 1709050012 0,788 Desa Maju 

91 PONDOK KELAPA TALANO PAUH 1709050013 71 ,16 Desa Berkembang 

92 PONDOK KELAPA SIDODADI 1709050014 70,41 Desa Berkembang 

93 PONDOK KELAPA SUNDA KELAPA 1709050020 68,46 Desa Berkembang 

94 PONDOK KELAPA SRIKATON 1709050011 0,764 Desa Maju 

95 PONDOK KELAPA PONDOK KELAPA 1709050021 67,9 Desa Berkembang 

96 PONDOK KELAPA SRIKUNCORO 1709050002 0,684 Desa Berkembang 

97 PONDOK KELAPA PADANG BETUAH 1709050022 67,77 Desa Berkembang 

98 PONDOK KELAPA PANCAMUKTI 1709050010 0,739 Desa Maju 

99 PONDOK KELAPA HARAPAN 1709050025 0,686 Desa Berkembang 

100 PONDOK KELAPA SIDOREJO 1709050019 0,688 Desa Berkembang 

101 PONDOK KELAPA ABU SAKIM 1709050024 63,72 Desa Berkembang 

102 PONDOK KELAPA BINTANG SELATAN 1709050023 63,6 Desa Berkembang 

103 PONDOK KELAPA TALANG BUSENG 1709050015 0,684 Desa Berkembang 

lU<t ... _ H ,K KN .AU.4 
- , &,A • • IIU.MtiANU AIU!'4 l/L, __ HJ.7 :>:>,20 uesa t:Serkemoang 

105 PONDOK KELAPA PAGARDEWA 1709050018 50,07 Desa Berkembang 

106 PONDOK KUBANG LINGGAR GALING 1709051007 64,21 Desa Berkembang 

107 PONDOK KUBANG TANJUNG TERDANA 1709051001 64,08 Desa Berkembang 

108 PONDOK KUBANO HARAPAN MAKMUR 1709051010 63,2 Desa Berkembang 

109 PONDOK KUBANG PONDOK KUBANG 1709051002 60,76 Desa Berkembang 

110 PONDOK KUBANG TANJUNGDALAM 1709051005 55,7 Desa Berkembang 

111 PONDOK KUBANG TABAJAMBU 1709051011 54,08 Desa Berkembang 

112 PONDOK KUBANG BATU RAJA 1709051004 49,1 Desa Tertinggal 

113 PONDOK KUBANG TALANG TENGAH I 1709051006 46,9 Desa Tertinggal 

114 PONDOK KUBANG ANYAR 1709051003 45,26 Desa Tertinggal 

115 PONDOK KUBANG PAKU HAJJ 1709051008 40,53 Desa Tertinggal 

116 PONDOK KUBANG MARGOMULYO 1709051012 59,53 Desa Berkembang 

117 PONDOK KUBANG DUSUNBARUI 1709051009 0 ,487 Desa Tertinggal 

118 PEMATANG TIGA ATURAN MUMPO 1709060012 58,56 Desa Berkembang 

119 PEMATANG TIGA ATURAN MUMPO D 1709060021 58,19 Desa Berkembang 

120 PEMATANG TIGA BATU BARIANG 1709060019 54,77 Desa Berkembang 

121 PEMATANG TIGA TALANG TENGAH D 1709060014 53,36 Desa Berkembang 

122 PEMATANO TIOA PEMATANG TIGA 1709060018 48,84 Desa Tertinggal 

123 PEMATANG TIGA TANJUNO KEPAYANG 1709060015 47,02 Desa Tertinggal 

124 PEMATANG TIGA SENABAH 1709060013 0,474 Desa Tertinggal 

125 PEMATANG TIGA TIAMBANG 1709060017 45,21 Desa Tertinggal 

126 PEMATANG TIGA GENTING DABUK 1709060022 0,461 Desa Tertinggal 



• 

127 PEMATANG TIGA KEBUN LEBAR 1709060016 0,489 Desa Tertinggal 

128 PEMATANG TIGA KOTA TITIK 1709060011 39,47 Desa Tertinggal 

129 PEMATANG TIGA AIR KOTOK 1709060020 39,18 Desa Tertinggal 

130 PEMATANG TIGA PEMATANG TIGA LAMA 1709060023 39,16 Desa Tertinggal 

131 BANG HAJJ SEKA YUN MUDIK 1709061002 50,17 Desa Berkembang 

132 BANG HAJJ TAI.ANGDONOK 1709061004 46,55 Desa Tertinggal 

133 BANGHAJl SEKAYUN ILIR 1709061003 0,467 Desa Tertinggal 

134 BANG HAJJ SEKAYUN 1709061001 44,65 Desa Tertinggal 

135 BANG HAJJ LUBUK LANGKAP 1709061007 0,466 Desa Tertinggal 

136 BANG HAJJ BANG HAJJ 1709061011 41,77 Desa Tertinggal 

137 BANG HAJJ TABATENGAH 1709061005 0,483 Desa Tertinggal 

138 BANG HAJJ GENTING 1709061009 40,34 Desa Tertinggal 

139 BANG HAJL PAOANGBURNAI 1709061006 39,43 Desa. Tertinggal 

140 BANG HAJJ AIR NAPAL 1709061008 39,27 Desa Tertinggal 

141 BANG HAJI TAI.ANG PANJANG 1709061010 35,92 Desa Tertin1&al 

142 BANG HAJI SUKAl BERA YUN 1709061012 32,85 Desa Tertin1&al 

• 
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